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Jaksa Dakwa Mursini Pasal Berlapis 

(Dugaan Korupsi di Sekretariat Daerah)) 

 

 
Sumber Gambar: https://albertaries.com/ 

 

Mantan Bupati Kuantan singingi (Kuansing) H Mursini menjalani sidang perdana 

terkait dugaan tindak pidana korupsi dana enam kegiatan di Sekretariat Daerah (Setda), 

Rabu (1/9) di Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Mantan Bupati Kuansing tersebut terseret 

kasus dugaan korupsi 6 kegiatan di Setdakab Kuansing senilai Rp13,3 miliar, yang 

bersumber dari APBD Kabupaten tahun 2017. Ia menjadi tersangka keenam dalam kasus 

tersebut. 

Sidang perdana yang berlangsung secara virtual yang diikuti Mursini secara 

teleconference dari Rutan Klas I A Pekanbaru, sedangkan kuasa hukumnya Suroto S.H., 

M.H. hadir di PN Pekanbaru. Sidang perdana dipimpin majelis hakim DR Dahlan, S.H., 

M.H ini dengan agenda mendengarkan dakwaan yang dibacakan adari tim gabungan dari 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Riau dan JPU Kejari Kuansing. 

JPU yang terdiri dari Rudi Heryanto, S.H., M.H., Riski Rahmatullah, S.H., M.H., 

Hendri S.H., M.H., Imam Hidayat S.H., membacakan surat dakwaannya secara 

bergantian. Dalam dakwaannya, Mursini kata JPU sudah melakukan dugaan korupsi 

bersama-sama dengan H. Murhalius selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kuansing 

2007-2018 (terpidana berkas terpisah), M. Saleh selaku Kepala Bagian Umum Setdakab 

Kuansing sekaligus menjabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (terpidana berkas 

terpisah), Verdi Ananta selaku Bendahara Pengeluaran Setdakab Kuansing (terpidana 

berkas terpisah). Ada Hetty Herlina selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 

(terpidana berkas terpisah) dan Yuhendrizal juga selaku Pejabat Pelaksana Teknis 

Kegiatan (PPTK) (terpidana berkas terpisah). 
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JPU dalam dakwaannya menjerat mantan Bupati Kuansing periode tahun 2016 

sampai dengan tahun 2021 itu dengan pasal berlapis. Jaksa menjeratnya dengan Pasal 2 

ayat (1) junto Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11, junto Pasal 18 ayat (1) Undang-

Undang RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 

KUHP junto Pasal 64 ayat (1) KUHP. 

“Terdakwa sudah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, 

beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang 

sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau 

orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara,” kata jaksa. Selain itu, Mursini juga diduga sudah melakukan, 

menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungan 

sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang 

dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi, menyalahgunakan 

kewenangan, kesempatan atau sarana ada padanya yaitu karena jabatan atau kedudukan 

yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 

Lanjut JPU, Mursini juga diduga sudah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada 

pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau 

penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang 

bertentangan dengan kewajibannya. Terakhir, JPU menjerat terdakwa karena diduga 

sudah menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau 

janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan 

jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut 

ada hubungan dengan jabatannya. 

Atas dakwaan JPU itu, Mursini melalui kuasa hukumnya tidak mengajukan 

keberatan (eksepsi). Hakim kemudian menunda sidang satu pekan mendatang. Dalam 

perkara ini, sebelumnya sudah ditetapkan lima terdakwa dan dinyatakan bersalah pada 

peradilan tingkat pertama. Mereka adalah Murhalius yang dihukum 6 tahun penjara, 

denda sebesar Rp300 juta sudsidair 3 bulan kurungan. Dia tidak dibebankan membayar 

uang pengganti kerugian negara. (kom) 

 

Sumber Berita: 

1. Riau Pos, tanggal 2 September 2021 : “Jaksa Dakwa Mursini Pasal Berlapis (dugaan 

Korupsi di Sekretariat Daerah).” 

2. Tribun Pekanbaru, tanggal 2 September 2021 : “Mursini Minta Sediakan Rp500 Juta 

(Untuk Orang yang Mengaku Pegawai KPK, Sidang Perdana Dugaan Korupsi di 

Setdakab Kuansing).” 
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Catatan: 

Tindak Pidana Korupsi 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) 

 

Pasal 2 ayat (1) 

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri 

atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara 

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling 

sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 

(satu milyar rupiah). 

 

Pasal 3 

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 

paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling 

sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

 

Pasal 5 ayat (1) 

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) 

tahun dan atau pidana penda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 

paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: 

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 

dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat 

atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya , yang bertentangan dengan 

kewajibannya; atau 

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau 

berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau 

tidak dilakukan dalam jabatannya. 

 

 



Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Riau                                                                   4 
 

Pasal 5 ayat (2) 

Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang 

sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

  

Pasal 11 

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) 

tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 

paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau 

penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut 

diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan 

yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang 

memberikan hadiah atau janjia tersebut ada hubungan dengan jabatannya. 

 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

Pasal 55 ayat (1) angka 1 

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh 

melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. 

 

Pasal 64 ayat (1) 

Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau 

pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu 

perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang 

diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.      

 

Kerugian Negara 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  

Pasal 1 angka 22 

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata 

dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 

 

Tersangka dan Terdakwa 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP) 

Pasal 1 angka 14 

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti 

permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 
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Selanjutnya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 17 bahwa: “Yang dimaksud dengan "bukti 

permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana 

sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan 

tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang 

betul-betul melakukan tindak pidana. 

 

Pasal 1 angka 15 

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang 

pengadilan. 

 

Pidana 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

Pasal 10 

a. pidana pokok: 

1. pidana mati; 

2. pidana penjara; 

3. pidana kurungan; 

4. pidana denda; 

5. pidana tutupan. 

b. pidana tambahan: 

1. pencabutan hak-hak tertentu; 

2. perampasan barang-barang tertentu; 

3. pengumuman putusan hakim. 

 

Pasal 12 

(1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. 

(2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima 

belas tahun berturut-turut. 

 

Pasal 30 

(2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan. 

(3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam 

bulan. 
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Uang Pengganti 

UU Tipikor 

Pasal 18 

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: 

a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang 

tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana 

korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi 

dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; 

b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama 

dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; 

c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) 

tahun; 

d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau 

sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah 

kepada terpidana. 

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh 

jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. 

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar 

uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana 

dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana 

pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana 

tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


